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ABSTRAK

Nama : Wina Febrianti Hrp

Nim : 1910200020

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan
Nasional Madani Mekaar (Studi Kasus Di Desa Ujung Gading
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam
antara PNM Mekaar dan nasabah di Desa ujung gading Kecamatan Sungai
Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah
pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam
meminjam pada permodalan nasional madani mekaar di desa Ujung
Gading; kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum
ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam pada PNM
Mekaar di Desa Ujung Gading.

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian hukum empiris
bersifat kualitatif. Subjek penelitian yaitu kreditur, nasabah, perangkat
desa sumber data yang diperoleh peneliti ini bersumber dari data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara serta dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, dalam pelaksanaan
perjanjian pinjam meminjam di PNM Mekaar di Desa Ujung Gading dari
sisi persyaratan belum terpenuhi karena belum terpenuhinya salah satu
syarat yaitu setiap tahun ada saja kelompok nasabah yang menolak syarat
sistem tanggung renteng.ada sebagian anggota kelompok nasabah yang
memahami bahwa pinjaman bersifat individual bukan bukan pinjaman
kelompok. Akibatnya perjanjian pinjam-meminjam tersebut menimbulkan
wanprestasi nasabah peminjam kepada pihak pihak PNM Mekaar. Kedua,
menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pelaksanaan
perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading
belum sesuai, karena penggunaan akad hiwalah dalam pinjam meminjam
tersebut, meskipun demikian harus diakui bahwa pinjam meminjam pada
PNM Mekaar memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya bagi
masyarakat Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhan Batu Selatan.

Kata Kunci : Permodalan Nasional Madani, Pinjam Meminjam, KHES.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri
tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai
kepentingan terhadap individu lainnya dari awal hingga akhir hidupnya.
dan juga sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia selain makhluk
individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup
dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama, dan tolong menolong
kepada orang lain dalam rangka mencapai kesejahteraan di tengah
hidupnya.t

Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan primer dan sekunder,
kebutuhan primer terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Dalam hal ini
untuk menghidupi sebuah kebutuhan dan menghindari angka kemiskinan
di dalam negara pemerintah memberikan banyak pelayanan mulai dari
BLT, sampai pada PNM, dalam hal ini penyebaran mulai dilakukan di
seluruh Indonesia guna memperbaiki dan mengurangi angka kemiskinan.

Ada beberapa bentuk kerja sama yang biasa dilakukan oleh
masyarakat diantaranya kerja sama yang sifatnya tolong menolong, hal ini

telah lazim di kalangan masyarakat dengan sistem pinjam meminjam atau

'Udin  Saripudin,  “Sistem  Tanggung Renteng dalam  Perspektif — Ekonomi
Islam”,Igtishadia, Vol, 6, No.2, 2013, hIm.386.



utang piutang kerja sama ini dilakukan di mulai dari individu ke individu
yang sifatnya formal ada juga yang informal sehingga melibatkan lembaga
keuangan non-bank.

Pemerintah meluncurkan Permodalan Nasional Madani (PNM)
yang tujuannya adalah membina masyarakat sejahtera, sistem atau strategi
yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam
PNM (Permodalan Nasional Madani) khususnya program Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan, penyelesaian kredit macet dilakukan secara
Tanggung Renteng, artinya jika ada salah satu anggota kelompok yang
mengalami kemacetan dalam pengembalian hutang, maka hal itu menjadi
tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut.

Dari masa ke masa, ternyata Negara Indonesia telah mengalami
banyak perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan terutama
masalah perekonomian, hal ini terjadi karena fokus pembangunan
perekonomian hanya bertumpu pada usaha berskala besar yang justru
banyak terjadi kebangkrutan karena persoalan mendasar namun pada
kenyataan di lapangan menunjukan bahwa usaha kecil merupakan
kekuatan ekonomi Negara yang telah terbukti pada saat krisis ekonomi
pada tahun 1997. Oleh karena itu Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan

ekonomi nasional, untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di



Indonesia. Karena dengan usaha kecil dan menengah ini pengangguran
yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.

Tetapi tidak semua usaha kecil dapat bertahan dengan keadaan
ekonomi global saat ini, karena banyak sekali kendala yang dihadapi
masing masing UMKM, diantaranya: masalah rendahnya tingkat
pendidikan/pengetahuan SDM, kurangnya Kkreativitas pengusaha, dan
modal untuk mengembangkan usahanya. Menanggapi hal ini Pemerintah
mulai bereaksi lewat dibuatnya berbagai lembaga keuangan untuk
menunjang masyarakat dalam masalah® permodalan usaha, agar
masyarakat mampu mengo ptimalkan usahanya.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) vyang didirikan pemerintah, hadir untuk
memberikan layanan pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah, serta diharapkan dapat menjadi sarana berusaha meningkatkan
pengembangan usaha serta taraf hidup kearah yang lebih baik secara
bersama-sama. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar
berusaha meningkatkan peranannya dalam membantu masyarakat yang
mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk pembiayaan. *

PNM adalah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dimana

PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha mikro

? Sadono Sukirno, dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta : Kencana, 2011), him. 366

¥ BUMN Untuk Indonesia. Kuat Dalam Asa Nyata Dalam Karya. Laporan Tahunan Pt.
Permodalan Nasional Madani. 2022
* https://www.pnm.co.id/about/sejarah-pnm diakses pada tanggal 25 November 2022
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melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM). PNM ini

merupakan kebijakan pemerintah dalam hal mengatasi:

1.

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya.

Membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan umum.

Mensejahterakan anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur.

Memberikan pelayanan terbaik bagi para anggotanya serta
memperkokoh perekonomian.

Mencapai keuntungan tujuan yang pada anggota tidak bertindak
sebagai pemilik.

Dalam peminjaman ini tidak hanya berupa peminjaman modal

namun juga disertai dengan pelatihan dan didampingi dari petugas PNM

Mekaar. Dengan masyarakat yang mendapatkan pinjaman dapat

menggunakan modal tersebut dengan baik, terutama dalam memberikan

manfaat ekonomi bagi yang bersangkutan.”

Dalam hal ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan sistem

kelompok tanggung renteng. Tanggung renteng ini yang dapat diartikan

sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamin

atas hutang yang dibuatnya. Dan sistem tanggung renteng ini juga sudah

Muhammad Abdul Wahab, “Figih Pinjam Meminjam”, (Surabaya: Kuningan Setiabudi,

2018), him, 19.



tidak asing di kalangan masyarakat indonesia terlebih khusus dalam
penyelesaian utang piutang .°

Adapun pinjam meminjam dalam PNM Mekaar di Desa Ujung
Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, PNM
Mekaar ini akan dibentuk secara berkelompok dan masing masing
kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua dalam kelompok tersebut.
Pertemuan kelompok mingguan ini wajib dilakukan satu kali dalam
seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan. Seluruh
kelompok wajib hadir dalam penyetoran angsuran. Jika dalam kelompok
tersebut ada satu orang tidak hadir dalam perkumpulan yang dijanjikan
satu kali seminggu dan tidak dapat membayar angsuran maka angsurannya
ditanggung oleh kelompoknya.

Persyaratan dalam Pinjaman ini juga dibatasi dan dikhususkan
untuk perempuan dalam observasi ini yang dilalui peneliti menemukan
problematika untuk melakukan pinjaman, dimana ada batasan dalam peran
ini, perempuan saja yang diperbolehkan sehingga adanya pembatasan
gender untuk melakukan pinjam meminjam, kemudian juga ketidak
transparansian sistem tanggung renteng, dalam hal ini peneliti lebih
memfokuskan pada sistem tanggung renteng. Dalam pinjaman pertama
yang diberikan kepada nasabah atau setiap orang dari kelompok ini

sebesar 3.000.000. Dan dari setiap kelompok meninggalkan uang

*Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”’, hIm.386.



simpanan masing-masing dari setiap nasabah dan diambil 20.000 yaitu
guna untuk uang jaga jaga dari kelompok tersebut jika ada salah satu
dari kelompok ini tidak dapat melunasi angsurannya maka uang jaga jaga
ini akan diambil untuk menutupi angsurannya. Namun ini sering terjadi
dan uang jaga jaga tersebut tidak mampu untuk melunasi angsurannya.

Dalam perjanjian pembayaran angsuran dilakukan satu kali dalam
seminggu dan dikumpul kepada ketua kelompok. Dengan jumlah angsuran
75.000 per minggu dalam jangka waktu satu tahun dengan menggunakan
sistem tanggung renteng. Setiap nasabah dari kelompok ini wajib hadir
dalam pertemuan satu kali dalam seminggu yang telah disepakati bersama.
Namun dalam PNM Mekaar ini tidak hanya peminjaman modal saja tetapi
juga menggunakan sistem simpan pinjam. Setiap nasabah yang meminjam
di PNM Mekaar memiliki buku tabungan. Dan setiap nasabah dalam
kelompok ini diperbolehkan untuk menabung dengan tidak ada batasan
berapa jumlah yang akan ditabung.’

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
sebuah penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN
PINJAM  MEMINJAM PADA PERMODALAN NASIONAL
MADANI MEKAAR (Studi Kasus di Desa Ujung Gading Kecamatan

Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”

"Wawancara dengan Rosidah Batubara Peminjam PNM Mekar Desa Ujung Gading
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan



B.

Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti
agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas dua
masalah masalah sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan perjanjian
Utang Piutang pada PNM Mekaar kemudian bagaimana tinjauan KHES
terhadap pelaksanaan perjanjian Utang Piutang pada PNM Mekaar di Desa
Ujung Gading.
Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk
mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas
serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan
batasan yaitu sebagai berikut:

1. AL- Qordh
Dalam islam dikenal dengan istilah Qardh. Qardh dalam

bahasa arab adalah berasal dari kata Qaradha yang sinonimnya

gara'a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang

memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk

diberikan kepada orang lain yang menerima utang (debitur).®

2. PNM Mekaar
PNM Mekaar adalah Permodalan Usaha Madani dimana

PNM membina ekonomi keluarga Sejahtera yang disebut (PNM).

him.273

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002),



PNM merupakan layanan permodalan yang berbasis kelompok
yang dikhususkan bagi perempuan untuk mensejahterakan pelaku
usaha mikro baik dalam yang memulai usaha maupun yang
mengembangkan. Tugas utama PT. PNM adalah memberikan
solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, kecil, menengah, dan
masyarakat yang berkeinginan untuk memulai usaha. PNM
meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan
prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina
Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM).®
3. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti
memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar
hutang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya.
Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia
perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung
jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang
dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum atas menanggung
secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan
sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab
bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi

kewajiban secara bersama sama jika terdapat suatu masalah.™

° https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar diakses pada hari Rabu, 1 Maret 2023
pukul 23:50 Wib.
1% Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam, HIm 386
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh

peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan

sebagai berikut:

1.

Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pinjam Meminjam pada PNM
Mekaar di Desa Ujung Gading?

Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada
Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam di PNM Mekaar di Desa

Ujung Gading?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka

penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian Pinjam
Meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung Gading.
Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah pelaksanaan Pinjam Meminjam di PNM Mekaar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1.

Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti
dalam hal ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan pada

umumnya dan di bidang hukum ekonomi syariah pada khususnya,
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kemudian untuk memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam

meminjam PNM Mekaar serta bagaimana tinjauan KHES terhadap

pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam PNM Mekaar di Desa Ujung

Gading.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi
bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan
membahas permasalahan yang sama.

b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar
akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary.

c. Untuk Menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait Pinjam
Meminjam Serta Tanggung Renteng Berdasarkan KHES.

G. Penelitian Terdahulu
Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini,
penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah
membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan
tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Skripsi Chindy Indah Pratiwi yang berjudul Praktek Pinjaman
Modal di PNM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten

Brebes penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 dari IAIN
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Purwokerto, dengan kesimpulan bahwa dalam praktek peminjaman
modal menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan
atau jaminan dan pandangan hukum ekonomi syariah dalam proses
praktik peminjaman dibolehkan karena bunga yang ditetapkan adalah
bunga dari pinjaman produktif bukan peminjaman konsumtif.*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Skripsi Chindy
Indah Pratiwi yang berjudul Praktek Pinjaman Modal di PNM
Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten
Brebes dengan kesimpulan bahwa dalam praktek peminjaman modal
menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan atau
jaminan dan pandangan hukum ekonomi syariah dalam proses praktik
peminjaman dibolehkan karena bunga yang ditetapkan adalah bunga
dari pinjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Maka
penelitian saya pada sistem perjanjian pinjam meminjam di PNM
berdasarkan KHES.

2. Skripsi Mirna yang berjudul Analisis Sistem Tanggung Renteng
Dalam Pengelolaan Syariah di Kabupaten Takalar yang dilakukan
pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan
kesimpulan bahwa sistem tanggung renteng merupakan perjanjian
yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomian menengah

kebawah peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan

1 Chindy Indah Pratiwi, Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes), IAIN Purwokerto,
2020,hal, 102-106
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sebanyak sepuluh sampai lima belas anggota dalam satu kelompok
sistem tanggung renteng ini bertujuan untuk memperlancar angsuran
dan menurut tinjauan hukum islam sudah memenuhi syarat dan rukun
yang diberlakukan juga menjadi syarat tolong menolong dan gotong
royong bagi sesama kelompok.*?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Skripsi
Mirna Yang Berjudul Analisis Sistem Tanggung Renteng Dalam
Pengelolaan Syariah di Kabupaten Takalar dengan kesimpulan
bahwa sistem tanggung renteng merupakan perjanjian yang sasarannya
adalah masyarakat yang perekonomian menengah kebawah
peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak
sepuluh sampai lima belas anggota dalam satu kelompok sistem
tanggung renteng ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dan
menurut tinjauan hukum islam sudah memenuhi syarat dan rukun yang
diberlakukan juga menjadi syarat tolong menolong dan gotong royong
bagi sesama kelompok. Dalam Penelitian ini sistem pembayaran
dikumpulkan pada ketua kelompok dan terjadi praktek wanprestasi

dalam pinjam meminjam di PNM Mekaar .

12 Mirna, Analisi Tanggung Renteng Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekaar DI

Desa Mangindar Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, Universitas Muhammadiyah Makassar,

hal.78.
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BAB Il
LANDASAN TEORI

A. AL- QORDH

Al-Qardh (utang) berasal dari kata garada — yagridhu — gardhan.
Secara bahasa asalnya adalah Al-Qath'u (potongan) atau terputus.
Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada
orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.*® Al-Qardh
pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak
lain dengan tujuan untuk menolongnya. Menurut Syafi'i Antonio
mempertegas bahwa aqd Al-Qardh bukan akad komersial, ia merupakan
akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah
tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan
kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan
dan berbisnis.

Menurut fatwa, al-qardh ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan
nasabah.™*

Pembiayaan al- gard dipergunakan untuk membantu keuangan

nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat

"3 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press,
2014), 177.

1 Atang Abd. Hakim, Figh Perbankan Syariah Transformasi Figh Muamalah ke dalam
Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), him.267
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diambil dari modal. Selain itu juga diperlukan untuk membentuk usaha
kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan
sedekah.™

Perjanjian gardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian
gardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak
lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman
tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama
ketika pinjaman itu diberikan.*®

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang
sendiri atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau walinya,
jika ia berada dibawah perwalian, atau ahli warisnya jika ia telah
meninggal atau orang yang menerima wasiat untuk menagih, jika sebelum
meninggal ia memberikan wasiat tersebut. Jika pihak berpiutang atau
penggantinya tidak mau menagih, pihak berpiutang dapat mengajukan hal
itu kepada hakim, dan hakimlah yang kemudian memerintahkan kepada
pihak berpiutang untuk menerima kembali pembayaran piutangnya, atau
jika tetap menolak juga, supaya membebaskannya.

Jika untuk membebaskan itu pun ia menolak juga, maka hakimlah
yang menerima pembayaran utang tersebut dan dengan demikian bebaslah
pihak berutang dari tanggungan utangnya. Waktu pembayaran utang

bergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Jika dalam perjanjian itu

> Mardani, Fikih Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), him 241
® sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, him. 75
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tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran maka pihak berhutang
dapat ditagih sewaktu-waktu membayarkan kembali utangnya itu. Dalam
perjanjian Utang piutang, hubungan perorangan antara pihak berhutang
dan pihak berpiutang memegang peranan penting.

Pihak berutang dipandang cakap mempunyai tanggungan utang
pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak
memberikan miliknya untuk sementara waktu pada waktu ia masih hidup
sepeninggalnya, hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu,
perjanjian utang piutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu
pihak. Jika utang piutang bertenggang waktu tertentu, maka tenggang
waktu tersebut menjadi batal, dan sepeninggal salah satu pihak,
pembayaran utang harus dilakukan.

Bagi para ahli waris pihak berhutang, mereka hanya pemilik baru
atas harta peninggalan pihak berpiutang itu. Imam Ahmad bin Hambal
memandang bahwa hak tenggang waktu itu masih dapat dilangsungkan
oleh ahli waris pihak berutang, bila mereka bersedia memberikan jaminan
atas utang tersebut berupa jaminan barang (gadai) atau jaminan orang.
Hukum Islam memandang perjanjian-perjanjian utang piutang sebagai
perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan
boleh tidak dilangsungkan dari dua belah pihak.

Oleh karena itu masing-masing pihak berhak membatalkannya
secara sepihak, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya. Tetapi

harus  diperhatikan, sesuai dengan adanya nilai keagamaan dalam
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perjanjian utang piutang menurut Hukum Islam, hak membatalkan
perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan nilai keagamaan itu.
Misalnya pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian
utang piutang, pihak berhutang ternyata akan menggunakan uangnya untuk
berjudi dan sebagainya.

Suatu perjanjian utang piutang dianggap berakhir jika pihak
berpiutang membebaskan seluruh piutangnya. Untuk sahnya suatu
pembebasan utang, pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-
syarat, baligh, berakal sehat, cakap bertabarru (melepaskan hak milik
tanpa imbalan) dan dilakukan dengan sukarela. Jika salah satu syarat
tersebut tidak terpenuhi, maka pembebasan utang tidak sah. Jika
pembebasan dilakukan orang dalam keadaan sakit yang membawa
kematian diperlukan hukum wasiat, yang hanya berlaku dalam batas
sepertiga harta warisan.*’

Rukun dan Syarat al -gardh:*®

1. Rukum al-gard
a. Pemilik Barang
b. Yang mendapat barang atau peminjam (muqtadir)
c. Serah terima (ijab gobul)

d. Barang yang dipinjamkan (gard)

7 Kompilasi Hukum ekonomi syariah, hal, 178
'8 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana,
2010, him.26
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2. Syarat al- gard
a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau
jumlahnya.
b) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk
hewan.
¢) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang
bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.
Pinjam  Meminjam adalah membolehkan kepada orang
lain mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan
dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak
zatnya.* Menurut para ahli figih pinjam meminjam adalah transaksi antara
dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain
secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak
pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.?®
Permodalan Nasional Madani Mekaar
Dunia permodalan terus mengalami perkembangan. Perkembangan
sistem permodalan ini salah satunya ditandai dengan tingginya minat
masyarakat terhadap penggunaan terhadap jasa permodalan dalam
berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan melanjutkan kegiatan

ekonomi. Pihak pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan

426

125

¥ Moh. Rifa’i , Ilmu Figih Islam Lengkap, (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2009, him.

% Abu Sura’i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993),him
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pendapatan sekaligus memajukan ekonomi masyarakat. Bentuk salah satu
upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat lembaga
keuangan khusus yang memang diciptakan untuk memberikan permodalan
sekaligus mendukung pengembangan usaha melalui beberapa sektor.

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah
bentuk-bentuk dari pembagian lembaga keuangan dimana dalam konsep
nya memiliki tanggung jawab yang sama yaitu mengoperasikan sumber
dana yang dikumpulkan guna membuat aktivitas-aktivitas positif yang
membawa profit untuk negara dan masyarakat.

Lembaga keuangan non bank adalah Semua badan yang melakukan
kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung
menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga
dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi
perusahaan. Atau dapat juga diartikan sebagai badan usaha yang
melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak
langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali
kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Lembaga keuangan non bank ini memiliki beberapa tujuan yang
diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal dan
membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Selain
tujuan lembaga keuangan non bank ini juga memiliki peranan dalam
perekonomian yang diantaranya membantu dunia usaha dalam

meningkatkan produktivitas barang / jasa, memperlancar distribusi barang,
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dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Pemberian kredit kepada
masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak
memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif.

Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang
tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun
industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang
diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit
jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang familiar atau tidak
asing ditelinga masyarakat ialah PT Permodalan Nasional Madani (PT
PNM Persero), Permodalan Nasional Madani (PNM) dikenal sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuat oleh pemerintah dan memiliki
wewenang sebagai badan yang mengelola UMKM agar lebih baik lagi
dalam manajemen keuangannya, memelihara serta memajukan UMKM-
UMKM yang ada di seluruh Indonesia.

Permodalan Nasional Madani berdiri atas dasar peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 1999 yakni pada 29 Mei
Tahun 1999 yang memberikan pelatihan khusus dalam suatu kelembagaan
bagi para pelaku usaha mikro maupun masyarakat perempuan yang
bergabung didalamnya dan salah satu cara ampuh yang dibuat pemerintah
mengembangkan akses untuk dunia permodalan.

PNM adalah Permodalan Usaha Madani dimana PNM membina

ekonomi keluarga Sejahtera yang disebut (PNM ). PNM merupakan
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layanan permodalan yang berbasis kelompok yang dikhususkan bagi
perempuan untuk mensejahterakan pelaku usaha mikro baik dalam yang
memulai usaha maupun yang mengembangkan. Tugas utama PT. PNM
adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kkecil,
menengah, dan masyarakat yang berkeinginan untuk memulai usaha.
PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan
prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina
Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM ).

PNM hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak
membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. PNM
percaya bahwa perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan
yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatannya memiliki dampak yang
besar terhadap kesejahteraan keluarganya. Sumber pembiayaan yang
disalurkan PNM berasal dari modal pemerintah, sehingga kini dalam
penjajakan untuk memperoleh pinjaman berasal dari dalam dan luar
negeri. Dengan dukungan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia,
PT. PNM dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi,
dan good corporate governance agar siap melangkah memasuki era
Indonesia baru serta menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

Sebelum calon nasabah melakukan pinjaman PNM Mekaar maka

tahap yang pertama dilakukan adalah pengajuan dalam pengajuan tersebut

2! https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar diakses pada hari Rabu, 1 Maret 2023
pukul 23:50 Wib.
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calon nasabah akan melakukan sekolah selama 2 kali pertemuan,
kemudian setelah melakukan sekolah calon nasabah mengantarkan berkas
persyaratan yang sudah ditentukan pihak kreditur untuk diperiksa apakah
sudah sesuai dengan administrasi, bagi calon nasabah yang lulus
administrasi akan diadakan survey dengan tujuan untuk memastikan
apakah calon nasabah layak diberikan pinjaman agar terhindar dari
wanprestasi, bagi nasabah yang sudah lulus akan diberikan pinjaman pada
peminjaman pertama sebesar Rp. 3.000.000.00 dan bagi nasabah yang
tidak pernah telat dan turut aktif dalam anggota PNM akan diberikan
bonus oleh pihak PNM , pada peminjaman ini menganut sistem renteng
dengan masa pinjaman selama 50 minggu dalam setiap minggu nasabah
akan membayar sebesar Rp. 75.000. dalam peminjaman pertama bagi
nasabah yang tidak bisa membayarnya maka pihak kelompok akan
membayar sebesar Rp. 8.500 per orang guna membayar cicilan nasabah,
setiap nasabah akan dikenakan biaya tak terduga sebesar Rp. 20.000 dan
tabungan sebesar Rp. 150.000 sehingga nasabah hanya menerima uang
pinjaman sebesar Rp. 2.830.000, ketika terjadi keterlambatan pembayaran
nasabah tidak dikenakan biaya denda dan secara otomatis sistem tanggung
renteng berlaku.
C. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul,

menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain bila

orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti
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rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat
diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan
penjaminnya tas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti
hukum atas menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus
dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung
jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi

kewajiban secara bersama sama jika terdapat suatu masalah.?

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:?*

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung
renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam
perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak
untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran
yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang
berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan
dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi’.

Tanggung renteng diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar
sesama anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya.
Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama antara
anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap dengan dasar
keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi apabila ada salah satu

anggota kelompok yang menyimpang maka akan ditanggung oleh semua

anggota kelompok. Dalam perkembangannya tanggung renteng ini terus

22 Udin Saparudin, “sistem tanggung renteng”.hlm. 386.
2% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal., 1278.
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mengalami perbaikan-perbaikan tidak hanya berupa komitmen saja, tapi
harus pula dibuktikan dengan adanya berbagai macam simpanan seperti
simpanan wajib, simpanan pokok serta simpanan sukarela.*

Suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng
terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara
tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan
seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu
membebaskan orang yang berhutang, meskipun perikatan menurut sifatnya
dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi. Sistem
tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan
serta merupakan rasa setia kawan antar anggota kelompok. Nilai-nilai
yang terkandung dalam sistem tanggung renteng, yaitu sebagai berikut:*

1. Kekeluargaan dan gotong royong

2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat

3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa

percaya diri kepada anggota

4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan

anggota.

Sistem tanggung renteng merupakan suatu teknik yang
mengutamakan rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap bagian kelompok

secara bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila terjadi

?* Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan,
Al-Amwal, Vol.1.No.1, 2018,him.103.
% Udin Saripudin, “Sistem Tanggung” , him. 387
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sebuah problem, system ini mempercayakan segala bentuk urusan
kelompok dapat diselesaikan bersama menggunakan prinsip gotong
royong. Terdapat simbol yang menjadi pedoman dalam tanggung renteng
yang dikenal dengan Ti Ji Tibeh yang berarti mati siji mati kabeh atau mati
satu mati semua. Dalam pembentukan sistem tanggung renteng dana
tanggung renteng memiliki tujuan khusus yang dibuat pemerintah maka
dilakukan penyaluran kepada masyarakat untuk:

a. Menciptakan masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang mandiri
dengan mengembangkan bisnis yang dijalaninya agar lebih
maksimal.

b. Memberikan peluang terhadap masyarakat untuk membuka
usaha

¢. Membantu usaha atau bisnis yang didirikan masyarakat dengan
menyalurkan modal

d. Menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk seluruh
masyarakat

Agar sistem ini mampu terlaksana sesuai dengan yang diharapkan

dan efektif maka setiap anggota harus memiliki beberapa kriteria seperti:
1) Pengujian kelompok anggota yang dilakukan dalam

beberapa waktu

%% Jrawati, Analisis Laporan Keuangan Calon Debitur Sebagai Bahan Prtimbangan
Pemberian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional Madani, skripsi, 216. Hal, 43.
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2) Ketua kelompok yang dipilih haruslah yang bersikap
baik dan tegas

3) Pinjaman yang diberikan sebanding nilainya dengan
kebutuhannya hal ini berlaku kepada seluruh anggota.

4) Para anggota kelompok bersedia membayar angsuran
sesuai dengan dana yang dipinjam

Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh

kekompakan kelompok dan kepercayaan diri pihak luar kepada para
anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol
sosial yang kuat, karena sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan
dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan
kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan
apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat Kuat,
memiliki solidaritas kebanggaan kelompok dan telah teruji
untuk jangka waktu yang cukup lama.

b) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup
baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan
kelompok yang telah disepakati.

¢) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif

sama besarnya.
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d) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor
sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah
pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.

e) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba
yang memadai.

f) Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang
bersedia memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota
lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.

g) Para anggota bersedia menjamin harta pribadinya sebagai
agunan.

h) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait
kepentingan satu sama lain.?’

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yang merupakan sebuah ilmu hukum
ekonomi islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada bidang
didalam masyarakat, sebagaimana pelaksanaan figih di bidang ekonomi,
oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk mengatur guna di ketertiban
hukum dan penyelesaian permasalahan sengketa dari kegiatan ekonomi.
Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi dan hukum ekonomi syariah pada
sisi lain menjadi permasalahan yang harus di bagun berdasarkan amanah

Undang-Undang di Indonesia.

*’ Udin Saparudin,” Tanggung Renteng”.
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Dalam Pasal 38 Hukum Ekonomi Syariah menerangkan bahwa

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:*®

=

membayar ganti rugi;
2. pembatalan akad;
3. peralihan risiko;
4. denda; dan/atau

5. membayar biaya perkara

Untuk membangun sistem ekonomi syariah diperlukan kemauan
politik pengabdi hukum figih dengan penyesuaian terhadap situasi dan
kondisi masyarakat Indonesia. Adsorpsi yang dimiliki harus merupakan
ijtihad para fugaha, ulama dan pemerintahan, sehingga hukum bisa bersifat
memaksa sebagai hukum.

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah pertukaran dan
kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan
hukum atas setiap transaksi sepanjang jaman, termasuk era modern
kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah:*

a. Kejujuran (amanah) Kata al-amanah yang secara etimologis
berarti jujur dan lurus secara terminologi syar'i adalah sesuatu
yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak
menerimanya, dengan demikian kejujuran al-amanah ialah

suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam

® Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, him: 21
2% Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h. 137.
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melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik
berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.

Keadilan (‘adalah) Merupakan adil memiliki makna,
meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan secara
proporsional, perlakuan setara sering atau seimbang. dalam Al-
Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna
dzulm (dzalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan disisi
lain dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara
dengan pelaku terhadap diri sendiri, dimana ia berhak
mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua
yang menjadi hak orang lain.

Kebenaran (al-sharigah) ialah berlaku benar baik dalam
perkataan maupun dalam perbuatan, salah satu yang
menentukan status dan kemajuan perorangan dan masyarakat.

. Kerelaan lalah dari semua pihak yang terkait dalam setiap
transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan
pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas
isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak
boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang
lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali
dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik maupun
Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang

dan jasa. Perjanjian merupakan perbuatan yang disengaja yang
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mengikatkan diri kepada hukum, perjanjian dilakukan oleh

seseorang dengan seseorang ataupun badan hukum.



BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Gading. Alasan peneliti
memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan
Pinjam Meminjam pada PNM Mekaar. Adapun waktu yang digunakan
mulai bulan Januari 2023 sampai April 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang
bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.
Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada
proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap
dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan
logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab

pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

30
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Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi
penelitian empiris lapangan dengan bersifat kualitatif.*
C. Sumber Data
Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
dari sumber utama. Dalam data primer peneliti melakukan wawancara
langsung kepada pihak kreditur PNM Mekaar, nasabah dengan jumlah
2 kelompok dan wawancara kepada perangkat desa.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung
sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu
berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-
buku, penelitian terdahulu.
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan
lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang

yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini

3% sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.
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dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung
dengan sekretaris desa, petugas kreditur PNM Mekaar, dan
nasabah yang melakukan pinjam meminjam di desa ujung gading.
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data
yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis
atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, buku, jurnal,
tabungan, data-data terkait PNM dan foto terkait dengan masalah
penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep

sistem perjanjian tanggung renteng di PNM Mekaar.

E. Teknik Pengolahan Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun
teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan dengan wawancara, dokumentasi atau teknik lain
dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan
oleh peneliti adalah:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil

Wwawancara.
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b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.
2. Menggunakan Bahan Referensi
Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun
bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data
yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama
subjek penelitian.

b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar
selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

F. Analisis Data
Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu
peneliti melakukan wawancara kepada kreditur, nasabah, perangkat desa
dengan mengobservasi langsung tentang bagaimana tata cara pengajuan
terhadap pnm mekaar, bagaimana sekolah selama dua kali pertemuan
sampai proses pencairan yang didokumentasikan dengan kamera hp untuk
mengambil foto dan gambar selama menganalisis data.™
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan
yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika

pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

31 Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.
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BAB | Pendahuluan, Berisi Latar Belakang, Pokok Masalah,
Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan
Sistematika Pembahasan.

BAB Il Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang
berkaitan dengan Pengertian Perjanjian, Pengertian Pinjam meminjam,
Konsep tanggung renteng di dalam pinjam meminjam.

BAB IlIl Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu
Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan
Data, Dan Analisa Data.

BAB IV Pembahasan Tentang pelaksanaan perjanjian pinjam
meminjam pada PNM Mekaar.

BAB V vyaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum PNM di Desa Ujung Gading
Desa ujung gading merupakan bagian dari kecamatan sungai

kanan, salah satu desa yang masih asri dikelilingi oleh Perkebunan,
tanaman sawit, aliran sungai pohon karet, desa yang masih asri
melekat dengan adat istiadat yang kuat, desa ujung gading ini di
kepala desa oleh Irmawati Pandjaitan, dengan camat Saripa Hafni.

PT. Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM yaitu
badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa
keuangan. PNM merupakan suatu lembaga keuangan khusus yang
didirikan  sebagai  realisasi ~ komitmen  pemerintah  untuk
mengembangkan, memajukan, serta memelihara usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi. PNM sebagai solusi strategis pemerintah
untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para
pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

PNM didirikan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juni Tahun
1999 sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 tentang politik
ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Pada Tahun 2015 PNM
meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera
pelaku usaha Ultra Mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun

mengembangkan usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga
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sejahtera (PNM Mekar). PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas
pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.

PNM Mekar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok
bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui
peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan
kesejahteraan keluarga, pemberian pinjaman modal usaha tanpa
agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi
kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Dalam masyarakat luas
PNM Mekar ini disebut dengan Bank Emok, disebut Bank emok
karena pada saat terjadinya transaksi dilakukan dengan cara emok atau
cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilang kaki ke
belakang, begitupun saat penagihan angsuran para petugas PNM
Mekar ini selalu duduk dengan cara emok, sehingga disebutkan oleh
masyarakat luas sebagai Bank Emok.

Tujuan didirikannya PNM Mekar yaitu untuk membantu
memajukan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal dan
pendampingan kepada usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah
khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga dapat
mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya

sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor
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UMKM, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PNM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk
menstabilkan perekonomian masyarakat Indonesia, PNM ini mulai
masuk ke desa Ujung Gading pada tahun 2021 sebagai bentuk nyata
dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan memberikan pelayanan
kepada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam yang diharapkan
dapat menstabilkan perekonomian.

Dalam struktur organisasi desa Ujung Gading ini melalui
PERDA terdiri dari Camat, Kepala desa, Kepala lorong, NNB di desa

Ujung Gading. Dalam PNM di desa ujung gading memiliki struktur

Ketua Cabang

Nilvi
Account Officer

Dea

Ketua Kelompok

Patimah

Il

Nasabah

organisasi:

Kelompok

%2 BUMN Untuk Indonesia ,Kuat Dalam Asa Nyata Dalam Karya, Laporan Tahunan, PT.
Permodalan Nasional Madani, 2022.



Data-data Nasabah Penerima Pinjaman PNM Mekaar

No | Nama Bagian Kelompok Jumlah Jumlah
Kelompok Aanggota Pinjam
Ketua Anggota Kelompok
1 Ubi Mekaar | Patima 1. Patima 12 36.000.000
| 2. Sori Malina
3. YusraElida
4, Risma
5. Masrida
6. Jamila
7. Rohama
8. Sana
9. Masnimar
10. Nurliani
11. Tirolan
12. Hapsah
2 Ubi Mekaar | Patima 1. Nurasia 12 36.000.000
I 2. Tetti
3. Nursahada
4.  Asminar
5. Salam
6. Windarti
7. Nur Hasima
8. IdaYanti
9. Wirda Umi
10. Yanti
11. Seri
12. Derliana

Adapun visi dan Misi PNM Mekaar sebagai berikut:

a. VISI

38

Menjadi lembaga pembiayaan yang terkemuka dalam

meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha

mikro, kecil, menengah dan yang berlandaskan prinsip prinsip

good corporate governance atau tata kelola yang baik.

b. MISI

1) Menjalankan

berbagai

upaya,

yang terkait

dengan

operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan
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usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis
UMKM.

2) Membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan dan
kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada
lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam
mensejahterakan masyarakat.

3) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk
mencapai kinerja yang baik.*

B. Hasil Penelitian
1. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang PNM Mekaar di
Desa Ujung Gading.

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat saling
berkebutuhan masyarakat tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka
tidak bisa melakukan hubungan simbiosis mutualisme artinya saling
menguntungkan, manusia sangat membutuhkan manusia lain dalam
hal apapun bahkan setiap tindakan manusia tidak akan terjadi apabila
tidak ikut sertaan manusia lain baik itu hal jual beli, pinjam meminjam
dan bahkan perkawinan itulah mengapa manusia disebut makhluk
sosial.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana
segala sesuatu diatur dalam undang undang, apabila tidak ada undang

undang yang mengatur maka seseorang tersebut tidak dapat dikenai

% PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pedoman Perilaku, Tahun,2018, him 3
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sanksi. Dalam perjanjian ada beberapa unsur-unsur yang harus
dipenuhi yaitu:
a. Hubungan hukum.
b. kekayaan
c. Parapihak
d. Prestasi
Perjanjian merupakan sebuah tindakan yang melibatkan dan
mengikatkan dirinya kepada hukum baik itu secara tertulis maupun
secara tidak tertulis atau bahkan dalam bentuk tindakan, perjanjian
sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari hari.
Untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia pemerintah
banyak melakukan beberapa cara yang diantaranya adalah adanya
PNM, PNM ini merupakan satu contoh kebijakan pemerintah yang
sudah menyebar ke berbagai desa dengan tujuan untuk
menstabilkan perekonomian masyarakat, PNM sendiri diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2020 yang mulai berlaku
pada 02 November 2020.

Melakukan wawancara dengan bapak wildan selaku sekretaris

desa beliau mengatakan bahwa kondisi perekonomian di desa
ujung gading pada masa sekarang sangatlah menjadi permasalahan
yang cukup besar bagi aparat desa, bagaimana tidak dalam sumber
daya manusianya saja dalam hal pendidikan masih sangat minim

dibuktikan dengan hasil setiap tahun banyaknya generasi yang
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sudah telah menyelesaikan sekolah menengah atas lebih memilih
mencari pekerjaan keluar kota dibandingkan untuk melanjutkan
pendidikan dengan alasan perekonomian, banyaknya anak muda
yang bepergian. Salah satu faktor utamanya adalah perekonomian,
selain itu minimnya dorongan dari orangtua bagi mereka untuk
melanjutkan sekolahnya, berdasarkan hasil penelitian peneliti,
menurut sekretaris desa Ujung Gading dengan adanya kebijakan
pemerintah dalam hal membantu perekonomian masyarakat
Indonesia sudah mencapai tujuan daripada pemerintah dilihat dari
banyaknya masyarakat yang mengikuti peminjaman di PNM
Mekaar.>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Fatima
selaku nasabah atau ketua kelompok yang meminjam pada PNM
Mekaar bahwa untuk mengikuti pinjam meminjam ada beberapa
tahap yang harus diikuti tahap pertama pengajuan berkas yang
dimana calon nasabah harus menyiap beberapa persyaratan yaitu:

1) Kartu Keluarga

2) KTP

3) Pas Photo

4) Materai 10.000

** Wawancara dengan Wildan Selaku Perangkat Desa Ujung Gading pada tanggal 24

Maret 2023.
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Beliau juga mengatakan sebelum penerimaan pinjaman dari
PNM para nasabah akan masuk pada tahap sekolah dimana
terdapat berupa teori tentang PNM Mekaar selama 2 Kkali
pertemuan berturut-turut sekaligus pengucapan janji nasabah.
Adapun isi janji nasabah tersebut adalah sebagai berikut:
a) Hadir tepat waktu
b) Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban.
¢) Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha
d) Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami.
e) Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak
memenuhi kewajiban
Setelah itu masuk pada tahap penerimaan uang Yyang
dipinjam, dalam hal ini tergantung berapa nominal yang dipinjam
si peminjam, kemudian dalam pinjaman tersebut ada beberapa
administrasi yang harus dibayar, misalnya si peminjam meminjam
sebesar Rp. 3.000.000. maka dipotong biaya tak terduga sebesar
Rp. 20.000 kemudian simpanan nasabah yang bersifat wajib yang
harus dibayar pada saat penerimaan uang PNM sebesar Rp.
150.000 maka yang bersih diterima sebesar Rp. 2.830.000. waktu
pembayarannya selama 50 minggu dengan jumlah Rp. 75.000 per
minggu. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa dalam

peminjaman ini menggunakan sistem tanggung renteng artinya
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ketika salah satu diantara kelompok tersebut tidak membayar maka
pihak kelompok lah yang akan menanggungnya.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masrida selaku
nasabah dengan adanya PNM ini cukup membantu masyarakat
dalam hal perekonomian yang dapat dilihat dari mereka yang
masih terus meminjam dan bertahan sampai 3 tahun, dengan alasan
bahwa selain tempat yang dapat pertama tempat peminjaman,
bahkan pembayaran yang mudah dan bunga yang sedikit dijangkau
oleh masyarakat karena pembayarannya per minggu sehingga ada
waktu bagi masyarakat untuk mencari rezeki untuk
pembayarannya.®

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur selaku
nasabah bahwa dalam pinjam meminjam pada PNM Mekaar harus
mengikuti beberapa tahap. Dimana mulai dari persyaratan
meminjam, sekolah hingga pada pencairan. Dalam pembayaran
angsuran dikumpul kepada ketua kelompok dan menggunakan
sistem tanggung renteng. Beliau juga mengatakan kurang setuju
terhadap tanggung renteng tersebut.*’

Wawancara dengan ibu Yusra selaku nasabah dari PNM

Mekaar bahwa dalam pinjam meminjam pada PNM Mekaar harus

3> Wawancara dengan Fatima selaku nasabah PNM Mekaar pada tanggal 23 januari

2023

3% Wawancara dengan Masrida Selaku nasabah dari PNM Mekaar pada tanggal 20

Februari 2023.

3" Wawancara dengan Nur Selaku Nasabah dari PNM Mekaar tanggal 10 Februari 2023
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mengikuti beberapa tahap dimana mulai dari persyaratan, sekolah
selama 2 kali pertemuan tentang PNM Mekaar, survey hinggan
pencairan. Beliau mengatakan dalam peminjaman ini bersifat
tanggung renteng yang artinya ketika salah satu diantara kelompok
tersebut tidak membayar maka pihak kelompok lah yang akan
menanggungnya.®
Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu

pipi selaku anggota atau petugas dari PNM Mekaar, beliau
mengatakan bahwa syarat utama dari peminjam ini adalah
perempuan, yang kedua batas umur 53 tahun, PNM Mekaar ini
berasal dari Bank dengan tujuan untuk membantu perekonomian
masyarakat, adapun syarat syaratnya:

1. Harus Perempuan

2. Kartu Keluarga

3. KTP

4. Pas Photo

5. Materai 10.000

Setelah dinyatakan lulus administrasi kemudian masuk

pada tahap survey ke rumah sekaligus wawancara dalam hal ini ada
satu persyaratan khusus yakni pihak suami harus mengetahui dan

harus atas izin dari suami bahwa si nasabah meminjam pada PNM

3% Wawancara dengan Yusra Harahap salah satu peminjam dari PNM Mekar pada
tanggal 5 februari 2023
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mekaar dengan tujuan agar tidak terjadi cekcok dalam rumah
tangga dan untuk menghindari terjadinya diluar tanggung jawab
seorang suami. Selanjutnya masuk pada tahap sebelum penerimaan
pinjaman dari PNM Mekaar para nasabah akan masuk pada tahap
sekolah selama 2 kali pertemuan sekaligus pengucapan janji
nasabah. Adapun isi janji nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hadir tepat waktu

b) Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban.

¢) Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha

d) Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami.

e) Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak

memenuhi kewajiban
Setelah itu masuk pada tahap penerimaan uang Yyang

dipinjam, dalam hal ini  berapa nominal yang dipinjam si
peminjam, kemudian dalam pinjaman tersebut ada beberapa
administrasi yang harus dibayar, misalnya si peminjam meminjam
sebesar Rp. 3.000.000. maka dipotong biaya tak terduga sebesar
Rp. 20.000 kemudian simpanan nasabah yang bersifat wajib yang
harus dibayar pada saat penerimaan uang PNM sebesar Rp.
150.000 maka yang bersih diterima sebesar Rp. 2.830.000. waktu
pembayarannya selama 50 minggu dengan jumlah Rp. 75.000 per

minggu.
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Beliau  mengatakan  dalam  peminjaman  hanya
diperuntukkan kepada ibu rumah tangga dikarenakan beberapa
alasan yang pertama perempuan lebih sering melakukan pertemuan
dan lebih tepat untuk melakukan pengelolaan investasi, yang kedua
perempuan lebih bertanggung jawab dan memiliki rasa malu ketika
tidak membayar hutang, alasan yang ketiga sebenarnya PNM
Mekaar sudah pernah melakukan pemberian pinjaman kepada laki-
laki namun uang tagihan lebih rendah didapatkan daripada
memberikan pinjaman kepada perempuan. Namun meskipun
pinjaman ini hanya diperuntukkan perempuan saja dalam hal ini
harus atas izin suami bahwa si nasanah meminjam di PNM
Mekaar. Pinjam-meminjam ini bersifat tanggung renteng yang
artinya Kketika salah satu diantara kelompok tersebut tidak
membayar maka pihak kelompok lah yang akan menanggungnya,
kemudian apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka hutang
si nasabah lunas. Menurut beliau tujuan utama dari PNM Mekaar
sudah terealisasikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang
mulai ikut dalam peminjaman PNM Mekaar.*

Pada hasil penelitian peneliti bahwa untuk melakukan
pinjaman pada PNM Mekaar tidaklah sulit, dikarenakan untuk

menstabilkan perekonomian masyarakat sesuai dengan Peraturan

%% Hasil wawancara dengan pipi salah satu petugas dari PNM Mekar pada tanggal 12

februari 2023
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Pemerintah nomor 63 tahun 2020, adapun cara meminjam di PNM
Mekaar ini melalui beberapa tahap yaitu:
1) Perempuan prasejahtera.
2) E-KTP
3) Kartu Keluarga (KK)
4) Materai 10.000
5) Dalam pembayaran tidak menggunakan agunan fisik
melainkan sistem tanggung renteng.
6) Harus membentuk minimal 10 orang per kelompok.
Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada
PNM Mekaar di Desa Ujung Gading pertama harus melengkapi
beberapa syarat- syarat objeknya untuk meminjam kemudian
setelah lulus dalam syarat objek maka selanjutmya tahap survey ke
rumah masing masing calon nasabah peminjam dalam hal ini harus
atas izin bahwa si nasabah meminjam pada PNM Mekaar.
Selanjutnya masuk pada tahap pelatihan atau sekolah selama 2 kali
pertemuan yang didampingi oleh petugas atau kreditur dari PNM
Mekar, kemudian selanjutnya masuk kepada tahap pencairan.
Dalam PNM Mekaar ini juga menggunakan sistem per kelompok
dan sistem tanggung renteng.
Namun dalam peminjaman pada PNM Mekaar di Desa
Ujung Gading ada batasan jumlah yang harus di pinjam dimana

pada tahap pertama jumlah yang diperoleh sebesar 3.000.000
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rupiah per orang. Dan setiap kelompok meninggalkan uang
simpanan sebesar 150.000 dan ada juga untuk uang jaga-jaga
sebesar 20.000 per orang.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di PNM
Mekaar di Desa Ujung Gading secara persyaratan belum terpenuhi
dikarenakan ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yakni
setiap per kelompok per tahun terdapat kelompok yang belum mau
menerima syarat sistem tanggung renteng, banyak dari kelompok
yang berpikir bahwa hutang tersebut adalah hutang dia bukan
hutang per kelompok, tentu hal ini sudah menjadi tindakan
wanprestasi antara pihak PNM Mekaar dengan nasabah. Secara
kemanfaatan PNM  Mekaar sudah mampu  membantu

perekonomian masyarakat.

2. Tinjaun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PNM Mekaar di
Desa Ujung Gading

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu
sama lain untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari, mereka tidak
akan bisa melakukan segala sesuatu dengan seorang diri, baik dalam
hal sosial maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum,
dikarenakan sifat hukum yang harus mengikat satu sama lain.

Perjanjian pinjam meminjam suatu kegiatan yang lazim digunakan
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oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, pada zaman
dahulu masih menggunakan sistem barter.

Pada dasarnya setiap akad muamalah itu ada prinsip-prinsip
yang harus ditaati dan dijalankan diantaranya adalah kegiatan
muamalah harus mendatangkan kemaslahatan serta menjauhi segala
bentuk hal-hal yang dilarang dalam islam, seperti Riba, Gharar, dan
Maysir. memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam perkembangan
bentuk dan Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah memberikan
perhatian yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam suatu
masyarakat, berusaha melindungi masyarakat yang lemah dengan
menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat Islam

mengajarkan manusia.

Dalam bertransaksi dan mengembangkan hartanya harus
terbebas dari unsur riba dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip

hukum bermuamalah.*

Faktor yang melatarbelakangi praktek pinjam meminjam
dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup
untuk karyawan, prosesnya mudah, cepat, dan tidak harus
meninggalkan jaminan. Ditambah lagi minimnya pengetahuan orang

akan transaksi berbasis syariah. Menurut peneliti yang dimaksud biaya

0 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal, 174
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administrasi di awal sama seperti uang imbalan yang telah disetujui

oleh nasabah guna tidak bersifat member tekanan.

Pada sistem pembayaran PNM Mekaar ini para nasabah dengan
pinjaman Rp. 3000.000. akan membayar Rp. 75.000. per minggu
selama 50 minggu artinya setiap nasabah akan membayar pinjaman
sebesar Rp. 3. 750.000 kepada PNM Mekaar dengan bungan yang
dibayarkan sebesar 7,5% setiap melakukan peminjaman. Dalam pinjam
meminjam akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi,
rukun pinjam meminjam Menurut jumhur ulama bahwa rukun gard ada

tiga yaitu:

a. Dua orang yang melakukan perjanjian

b. Modal

c. ijab dan qgabul.

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, rukun

gordh vyaitu:*

1) Agid yakni yang berutang dan yang memberi utang. Para pihak
yang terkibat al-gordh baik muqgridh maupun mugtaridh
haruslah orang yang memiliki kecakapan. Oleh karnanya,
transaksi utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak
yang masih dibawah umur atau orang gila. Menurut Ahmad

Wardi mengstsksn bahwa untuk agid baik mugridh maupun

* Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta : Mediakita, 2019), hal. 47.
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mugtaridh disyaratkah harus orang yang dibolehkan melakukan
tasarruf ataupun ahliyatul ada’. Oleh karena itu utang piutang
tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah
umur.

Ma’qud alai yakni barang yang di utangkan. Tanggung jawab
dari utang itu ialah tanggung jawan oarng yang berutang (
mugtarib), arinya orang Yyang berutang tersebut harus
mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi*“iyah
dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qordh sama
dengan objek salam, baik berupa barang barang yang ditakar
dan ditimbang, maupun barang-barang yang tidak ada
persamaannya dipasaran, seperti hewan, barang dagangan dan
barang yang dihitung. Dengan perkataan lain setiap barang
yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh dijadikan objek al-
gordh.

Shigat yakni ijab dan gabul format persetujuan antara kedua
belah pihak. Akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan
dengan perikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam
proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum
islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak atau
objek yang diperjanjiakan. Akad gordh termasuk dalam akad

tabarru karna didalamnya ada unsur tolong menolong dalam
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kebaikan dan ketagwaan. Akad utang piutang tidak sempurna
kecuali adanya serah terima, karna didalam akad gordh ada

tabarru.
Adapun syarat-syarat gordh yaitu:*?

a) Aqid (orang yang berutang dan berpiutang).
Agid merupakan orang Yyang mengerjakan akad,
kebenarannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan
sebagai akad apabila tidak ada aqid. Menurut pendapat
Imam Syafi“i sebagaimana yang dilansir oleh Wahab az-
Zuhalili menungkapkan bahwa ada 4 (empat) orang yang
tidak sah akadnya, yaitu:

b) Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang
belum mumayyiz’

¢) Orang gila.

d) Hamba sahaya, walaupun muallaf.

e) Orang buta.

f) Objek utang

g) Benda bernilai

h) Dapat dimiliki

i) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang

J) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan

*2 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, Cet. IV, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 278.
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k) Shigat (ijab dab qobul)

Asas akad dalam hukum ekonomi syariah buku Il pasal 21

menyatakan bahwa:

1. Ikhtiari/sukarela;
setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari
keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2. Amanah/menepati janji;
akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada
saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

3. Ikhtiyati/kehati-hatian;
setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan
dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Luzum/tidak berubah;
setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan
yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau
maisir.

5. Saling menguntungkan;
setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak
sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah
satu pihak.

6. Taswiyah/kesetaraan;
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para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara,
dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang,
Transparansi;

setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak
secara terbuka.

Kemampuan;

setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak,
sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang
bersangkutan.

Taisir/kemudahan;

setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan
kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya
sesuai dengan kesepakatan.

Itikad baik;

akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak
mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
Sebab yang halal;

tidak bertentangan dengan hukum, tidakdilarang oleh hukum

dan tidak haram.

Dalam hal asas akad yang diterangkan di atas yang mana

dalam hal ini menyangkut mengenai hal pinjam meminjam.

Mengenai asas diatas karyawan melati sedari awal pun
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menjelaskan bagaimana nanti sistem pinjam-meminjamnya, mulai
dari pinjaman, biaya jasa, maupun hal-hal yang akan terjadi ketika
terjadi suatu wanprestasi. Maka jika terjadi suatu akad pinjam-

meminjam, hal itu terjadi karena tidak ada paksaan.

Namun kembali lagi pada prinsipnya pinjam-meminjam
dalam syariah bersifat tolong menolong maka ketika dilakukan
perjanjian pinjam-meminjam ialah harus murni pinjam-meminjam
uang bukan mengambil keuntungan disaat seorang membutuhkan.
Karena menurut peneliti ketika seseorang yang mengajukan
pinjaman maka pihak akan memberikan informasi sedetail
mungkin supaya tidak ada yang merasa disembunyikan di awal
dengan itu nasabah telah menyetujui segala syarat yang ada dan

pastinya tidak merasa dirugikan dengan syarat yang ditawarkan.

Karena jika seorang nasabah telah menyetujuinya maka
mereka juga telah menyetujui bahwa segala hal yang berkaitan
dengan pinjaman sudah saling menguntungkan kedua belah pihak
atau dengan kata lain tidak ada yang dirugikan. Namun dalam
syariah pun mencoba mencari cara terbaik dalam hal pinjam-
meminjam ini. Karena lembaga keuangan pun ingin adanya
perputaran uang untuk kesejahteraan anggota. Jika PNM Mekaar

tidak memiliki uang untuk operasional maka PNM tidak bisa
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berjalan. Lembaga peminjam dana pun tidak dapat beroperasi.

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

Akad yang sah. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi

rukun dan syarat-syaratnya;

a. Akad yang fasid/dapat dibatalkan.

b. Akad yang fasid yaitu akad yang terpenuhi rukun dan
syarat syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang
merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat

c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau
syarat syaratnya. Akad yang sah adalah akad yang tentunya
sah menurut syarat-syaratnya dan tidak mengandung
paksaan, penipuan, ancaman atau hal-hal lain yang
membuat seseorang terpaksa untuk melakukan perjanjian.
Begitupun dengan sebuah penjanjian pinjam-meminjam ini,
tidaklah boleh dilakukan jika hanya salah satu pihak saja

yang menyetujuinya sedangakan yang lain tidak.

Karena jika dari awal akad sudah salah maka sewaktu-
waktu akad tersebut bisa digugat oleh pihak-pihak yang merasa

dirugikan. Dalam Pasal 38 Hukum Ekonomi Syariah menerangkan
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bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat

dijatuhi sanksi:*®

1) membayar ganti rugi;
2) pembatalan akad;
3) peralihan risiko;
4) denda; dan/atau

5) membayar biaya perkara

Mengacu pada pasal 38 diatas yang mana langkah-langkah
yang dapat diambil ketika pihak lain melakukan ingkar janji atau
dalam perdata dinamakan wanprestasi. Hal ini berkaitan dengan
ingkar janji terhadap akad yang telah disepakati di awal. Seperti
membayar ganti rugi, hal ini dapat dilakukan apabila pihak yang
melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji namun tetap
melakukan ingkar janji. Kemudian mengenai pembatalan akad,
yang mana akad bisa dilakukan pembatalan karena pihak lain tidak
melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi akad yang

nantinya berakibat tidak berlakunya akad.

Kemudian yang sering menjadi perdebatan ialah mengenai
denda, dimana dalam syariah sebenarnya tidaklah mengenal denda
karena bisa dikatakan riba’. Namun dalam hukum ekonomi syariah

denda tidaklah dilarang. Denda diberlakukan karena adanya ingkar

** Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, him: 21



58

janji terhadap akad yang telah disepakati atau dengan kata lain
pihak lain telah melakukan itikad tidak baik. Menurut peneliti,
mengacu pada syarat akad yang mana tidaklah boleh dalam akad
berisi penipuan, menjebak ataupun memperburuk keadaan pihak

lain dalam hal ini yaitu si peminjam.

Berdasarkan buku kompilasi hukum ekonomi syariah pada
bab qgardh menyebutkan bahwa seorang nasabah memiliki
kewajiban untuk membayar semua biaya administrasi, dan seorang
nasabah memiliki kewajiban untuk membayar berapa jumlah
pokok yang sudah di berikan kepada mereka berdasarkan hasil
kesepakatan bersama, kemudian pada pasal 608 disebutkan juga
bahwa seorang kreditur bisa saja meminta jaminan kepada
masyarakat atas apa yang mereka pinjam sebagai jaminan di
kemundian hari apabila terjadi sengketa antara peminjam dan si
pemberi pinjaman, sama pada jumlah yang dibayar oleh para
nasabah kepada kreditur dengan nominal 7,5 % dalam kompilasi
hukum ekonomi syariah ini bukan termasuk denda melainkan
sebagai bentuk dari nasabah karena jangka waktu peminjaman
yang lama. Namun untuk tanggung renteng pada nasabah yang
tidak membayar dan di bebankan pembayaran kepada kelompok
dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini bukanlah denda

melainkan sebuah kewajiban.
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Hutang merupakan sesuatu yang harus dibayar, berapa yang
dipinjam maka si peminjam dibebankan untuk membayarnya,
dalam hal ini banyak masyarakat yang berfikir bahwa setiap ada
kelebihan maka itu disebut sebagai riba, padahal sudah dijelaskan

bahwa uang denda diperboleh diperbolehkan.

Sebuah perjanjian akan sah secara hukum islam apabila
rukun dan syarat sudah terpenuhi, hukum islam dengan hukum
positif tidak pernah bertentangan, Ketika syarat yang tidak
terpenuhi adalah syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan sedangkan jika syarat tersebut tidak terpenuhi dalam
bagian syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum
artinya perjanjian semula sah dikarenakan ada satu syarat dalam

objektif tidak terpenuhi maka dibatalkan oleh hukum.

Pengaturan tentang hutang sudah dijelaskan dalam Al-

Qur’an Surah Al- Bagarah ayat 282:
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Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu
melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah  penulis menolak untuk  menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi
sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang
kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu
mendiktekan  sendiri, maka hendaklah  walinya
mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada
(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu
sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang
lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan
janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan
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janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas
waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu
kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak
menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual
beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu

suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,

Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu.

Dalam Al-Qur’an Surah Al- Bagarah ayat 282 menjelaskan
bahwa barang siapa yang melakukakan hutang piutang untuk
waktu pembayaran telah  ditetapkan maka hendaklah
menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk
menghindari perselisinan. Dan hendaklah penulis menuliskan
dengan jujur dan benar dan adil. Para penulis juga di perintahkan
agar jangan mengurangi sedikitpun dari utang tersebut. Dan
dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki jika tidak ada laki-laki maka
boleh satu laki-laki dan satu perempuan. Dalam surah ini juga
menjelaskan  janganlahh saksi-saksi menolak ketika memberi

keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian karena

dengan penolakannya dapat merugikan orang lain.

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam
sistem tanggung renteng yang dilakukan pada program PNM

Mekaar diantaranya:
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a) Menanamkan sikap gotong royong dan kekeluargaan.

b) Adanya sikap tolong-menolong dan mau membantu
ketika mendapat kesulitan.

c) Menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab.

d) Meningkatkan rasa percaya diri, keterbukaan dan

keberanian mengemukakan pendapat.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa
persyaratan perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar di
desa Ujung Gading belum sesuai, hal ini dikarenakan dalam
penggunaan akad hawalah dalam pinjam meminjam, yang kedua
lebih banyak manfaat daripada mudharatnya sehingga dalam
prakteknya rukun dan syarat PNM Mekaar sudah terpenuhi sebagai

tempat untuk saling membantu sesama muslim.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dalam pelaksanaan perjanjian Utang Piutang di PNM Mekaar di desa

ujung gading menggunakan sistem perkelompok pertama menyiapkan
berkas fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, Pas Photo dan Materai
10.000, kemudian berkasnya dilampirkan kepada ketua kelompok,
kemudian ketua kelompok akan menyerahkan kepada kreditur, bagi
calaon nasabah yang lulus berkas akan melakukan sekolah sebanyak
dua kali pertemuan, setelah itu masuk pada tahap pencairan sebanyak
Rp. 3.000.000 dengan sistem pembayaran perminggu sebanyak Rp.
75.000 selama 50 minggu dengan ketentuan sistem tanggung renteng.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pelaksanaan
perjanjian pinjam meminjam pada PNM Mekaar di Desa Ujung
Gading belum sesuai, karena penggunaan akad hiwalah dalam pinjam
meminjam tersebut, meskipun demikian harus diakui bahwa pinjam
meminjam pada PNM Mekaar memiliki banyak manfaat daripada
mudharatnya bagi masyarakat Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai

Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

63
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B. Saran
1. Peneliti menyarankan kepada masyarakat agar sadar bahwa persyarat

perjanjian dalam sistem tanggung renteng merupakan suatu kewajiban
yang harus dipenuhi dan wajib dibayarkan, bahwa pada dasarnya
adalah nasabah yang memakai uang kreditur bukan kreditur yang
meminta uang nasabah.

2. Peneliti memberikan saran kepada PNM Mekaar agar konsisten dalam
menjalankan serta menjelaskan bagaimana proses persyaratan pinjam
meminjam di PNM Mekaar sehingga tidak ada keambiguan bagi para

nasabahnya.
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DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada anggota PNM

a.
b.

C.
d.
e.

Bagaimana sistem dari pinjam meminjam di PNM ?

Bagaimana sistem tanggung renteng dalam pinjam meminjam di
PNM ?

Apa saja Persyaratan untuk pinjam meminjam PNM ?

Apakah PNM hanya di khususkan kepada perempuan saja ?
Bagaimana jika ada nasabah yang tidak membayar pinjaman ?

B. Pertanyaan kepada peminjam Pnm

a.

Apakah dengan adanya PNM dapat membantu perekonomian
masyarakat ?

Bagaimana sistem dari pinjam meminjam di PNM ?

Bagaimana sistem tanggung renteng dalam pinjam meminjam di
PNM ?

C. Pertanyaan kepada sekretaris desa

a.

Bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat yang meminjam
di PNM ?

Bagaimana menurut bapak perekonomian masyarakat ini ?

Apakah dengan adanya PNM dapat membantu perekonomian
masyarakat ?
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